BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPAT! BULELENG
NOMOR 900/ 57 fHK/2020
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
BENDAHARA UMUM DAERAH

BUPATI BULELENG,

Menimbang : & bahwa untuk memenuhi ketentuan dan memperlancar
Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu untuk
melimpahkan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Daerah kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Bendahara Umum Daerah;

b. bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Nemor 11 Tahun 2019
tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun
2013 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900 /660 /HK /2019
tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kepada Kepala Badan kheuangan Dacrah Selaku Pejabal
Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah
perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
huruf a, dan huruf b, perlu menctapkan Keputusan Bupati
Buleleng tentang Pelimpahan Sebagan Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Sclaku Prjabat Pengelola Reuangan
Daerah dan Bendahara Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Dasrah-Daerah  Tingkat 11 dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomaor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negarn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);



BUPAT] BULELENG
PROVINSI BALJ
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 900/ 248 fHK /2021
TENTANG

FELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN FEHGEL-DLMPI_I KEUANGAN DAERAH
KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN

Menimbang

Mengingat

=

BENDAHARA UMUM DAERAH
BUPAT! BULELENG,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat |6)
Feraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Dscrah dan untuk memperiancar
Pengelolaan  Keuangan Daerah dipandang perlu  untuk
melimpahkan Scbagian Hekuasaan Pengelolsan  Keuangan
Daerah kepada Kepals Badan Pengelolasn Keupngan dan
Pendapatan . Daerah  selaky Pejabat Pengelolaan Keuanean
Daerah dan Benduhars Umum Dacrah:

bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Namaor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangun
Daerah, makn  Keputusan Bupati  Buleleng  Nomor
00/ 57 fHK /2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan
Pengelolaan  Keuangan  Daerah Repada Kepala Badan
Pengelolann Keusngan dan Pendapatan Daerah Selaku Pejabat
Pengelola Keusngan Daerah dan HBendahars Umum Daerah
periu dilakukan penvesuminn;

bahwa berdasarkan  pertimbangan scbagaimend  dimaksud
dalam huru! a dan buraf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Prelimpalian Sebhagan, Kekuasann Pengelolaan
Keuangan Duerah Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Dacrih Selaku Pejabal Pengelola  Keuangan
Daerah dan Benduhara Umum Daerah:

- Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1938 tentang Pembentukan

Daerah-daerah  Tingkat | Dalam Wiluyah Daerah-dacrah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomar 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 1555,
Undang-Undang Nomor 17 Tshun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negarn Republik (Indonesin Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembnran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355); p.{



Menetapkan
KESATU

KEDLUIA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomaor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana lelah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undasng Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentiing  Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679):

5. Peraturan Pemerintash Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lémbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomer 63232);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penpelolaan Keuangan Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nombr 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor B Tahun 2020
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kewangan Dacrah (Lembiran
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor B. Tambahen
Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomar B);

MEMUTUSKAN :

- Melimpahkan Sebaginn Kekussaan Pengelolann Keuangan Dacral

Kepada Kepala. Badan Preogelolaan Keuangan dan  Pendapiatan
Daerah selaku Pejabatr Pengelols Keuangan Daerah dan Bendahara
Umum Dacrah;

: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada

Bupati melalhw Sekretaris Daerah:

- Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah selaku Bendahars Limum

Daerah menunjuk pejabar  dj lingkunigan Badean Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku duasa Bendahara Umum
Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Tugas-tugas Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerab adalah sebiigi

berikut :
1. menyusun dan melaksanukan kebijakan Pengelolaan Keunngan
Daecrah;

4. menyusun rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daersh, rancangan Perda tentang perubahin Anggaran
Pendapatan dan Belanjn Duerah, dan rancangan Perda tentang
Pertanggunginwaban  Pelaksanaan Anggaran Pendupatan dan
Belanja Daerah:

3. melaksanakan pemungutan Pendapatan  Daerah vang telah
distur dengan Peraturan Daerah;

4. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan

3. melaksanakan tugss lainnya sestai  dengan  hetentuan
Peraturan Perundang-undangan;

: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinva

selaku Bendahara Umum Daerah berwenang

I. menyusun kebijakan dan pedoman  pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah:

o
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mengesahkan Dokumen Pelaksana Anggarsn Satuan Kerja
Perangkat Daeruh;

- memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan

dan pengeluaran kas Daerah:

- melakukan pengendalion pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah;
melaksanakan pemungutan Pajak Daerib:

menectapkan anggaran kas dan Surat Penyediasn Dana:
menyiapkan pelaksanann pinjaman dan pemberian pinjaman
atas nama Pemerintah Dasrah:

melaksanakan wmstern akuntansi  dan pelaporan  Keuangan
Daersh; _
menyajikan informasi keuangan Daersh; dan

melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan
dan Pengeluaran Daernh sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan, tidak dilakubkan melalui Rekening Kas
Umum Daerah;

KEENAM - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat melimpahkan kepada
pojabat {pegawal  lain  di  lingkungan  unit kerjanya  untuk
melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

.

2.

menyusun dan melaksanakan kebijukan pengelolsan keuangan
Daerah: .

MEnyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan  Belanja
Daerah dan rancangan Perubnban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

3. menyusun  kebijakan dan  pedoman pelaksanaan Angguran
Pendapatan dan Belanjn Dacrah;

4. melakukan pengendalian pelaksanasn Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah:

5. melaksanakan pemungutan pajak/ pendapatan Daerah;

G, menyusun  laporan  keusngan  doaerah  dalam ranghi
pertanggungawaban pelaksanann Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

7. menyiapkan pelaksanasan pinjaman dan pemberian jaminan
atas nama Pemerintah Daerah;

8. melaksanakan sistem akuntansi dalam pelaporan  keuangan
Duerah;

9. menyajikan informasi keuangan Dacrah;

L0. melaksanakan kebijakan dan  pedoman pengelolasn  serta
penghapusan barang milik Daerah! dan

L1, melaksanakan tugas lain yang menjadi kewenangannya;

KETUJUH : Kuasa Bendahars Umum Daerah sebagsimana dimaksud pada

diktum KETIGA, mempunyai tugas:

1.

L S

menyiapkan anggaran kas;

menylapkan Surat Penvediann Dana;

menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengelusran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah oleh bank dan/atau lembaga
keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

'1+



6. mengusahakan dan mengatur danp yang diperlukan dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belunja Daerah;

7. menyimpan Uang Daerah;

B. melaksanakan pensmpatan Uing Daasrah cdlan
mengelola / menatausabakan investas);

9. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan  Pengouna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. melaksanakan Pemberian Pimjaman  Daerah  atss  nama
Pemerintah Daerah;

1l. melakukan pengelolann Utang dan Piutang Daerah; dan

12, melakukan penagihan Piutang Daerah:

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaky pada tanggal ditetapkan.

Pada saat Keputusan Bupsti ini mulai berlaku, makas Keputusan
Bupati Buleleng Nomor 900/57/HK/2020 tentang Pelimpahan
Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Reuangan Dacrah Kepada Kepala
Badan Pengelolasn Keuangan dan Pendapatan Daerab Sslaku
Pejabat Pengelola Keuangan Dueral dan Hendabarn Umum Dacrah
dicabut dan dinyataken tidak berlakuy,

Ditetapkan of Sirparsj
pada tanggal 8 April 2021
ir Bu LELENG,

:T.Pu i Lrs EUE&E}NH’AHAJ_

Tembusan ;

1. Inspektur Kabupaten Buleleng;

2. Kepaln Badan Pengelolaan Keusngan dan Pendapatan Dif::rah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kitbupaten Buleleng.

snnian Sesum Dsangan Asfimyn
ferpam Esgan Hukum

Wgoss Mo Feprmroim L.E,H

WA . TRE0T 98 PONEDE 100



BUPATI EULELENG
PROVINGL BALI
KEPUTUSAN BUPAT] BULELENG
NOMOR 900/ 660 fHEK/2019
TENTANG

PELIMPALAMN BEBAGIAN KEXUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Mecnimbang

Menginpat

KEFADA KEFALA BADAN KEUANGAN DAERAH
SELAKL PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN

BENDAIIARA UMUM DAERAR

BUPATI EULELENG,

bahwa wntuk memenuhi  ketentuan  dan  memperlancar
Pengelolaan  Keuangan Dasrah dipandang perlu  untuk
melitnpahkan Sebagian Kekvasaan Pengelolaan Kruangan
Dacrah kepada Kepala Badan Keuangan Dasrah selaku Pejabat
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Dacrab;

. pahwa dengan berlakunya Persturan Pemenntah  Republik

Indonesia Momor 12 Tahun 2019 tentang Penpelolaan Keuangsn
Daerah, maka Keputusan — Bupatl Bulcleng  Nomer
000,341 /HE/ 2016 tentang Pelinpahan Sebagian Kelmiasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kepeda Kepula Badan Keuangan
Daerah  Selakn Pejabat Pengclola Keusnpan  Daérah dan
Bendahara Umim Daerah perlu dilskukan penyesuaian;

bahwa berdasarlan  pertimbangan  sebagaimana dirnakesud
huaraf &, dan horaf b, periu menetapkan Keputusah Bupat
Buleleng tentang Pelimpahat Bebagian Kckuasaan Pengelolaan
Keuangan Daersh Kepada Kepala Badan Keuangan Dasrah
Selaku Peabat Pengpelola Kewangan Daerah dan Bendahary
Umnnm Daerah;

Undatig-Undang Nemor 69 Tahun 1958 tentang Pambentukat
Dacrah-Doerah  Tingkat 1Y dalam  Wilayah Uaerah-dacrah
Tinghkat I Bali, Nusa Tenggara Earat dan Nusa Tengpara Timar
[Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambuban Lamburan Negara Republik Indonesia Nowmor 1655);

Undang-Undang Momor 17 Tahun 2003 tentang Keuangdn
Megare (Lembaran Megara Hepublic Indonesis Tahun 2002
Nomor 47, Tamhbahan Lembaran Negara Republile Indonezia
Nomor 4238,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran MNegara Republik [ndunesia
Nomaor 4350];



Meanetapkan
KESATL

KELDUA

EETIGA

EEEMPAT

4. Undang-Undeng Nomor 23 Tahun 2014 tenteng Pemerinmhan
Dacrah {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 244, Tambahan Lembaran MNegara, Republik Tndonesia
Nomor 5537), schagaimana telah divbah kbeberapa lzali, terakhir
dengan Undang-Undang  Nomor g, Tahun 2015 tentang
Perubaban Kodua Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Dasvab [Lemabaran Negaro Republik
{ndonesia Tubun 2015 Nomoer 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nosnor S&TY);

5. Peraturan Pemcrinteh  Nomor 12 Tehun 2019 teniang
Penpelolaan Kenangan Daerah jLembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomer 42, Tambaban Lembaran Megara
Fomor 6322);

&. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20006 tentang
Pedoman Penpelolaan Keuwngan Daerah schagaimana telab
diubiah, terakhir dengan Foraturan Menteri Dalam Neger: Notdor
A1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedpa Atas Peraturan
Menleri Dalam Negerd Noanor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman
Perigelolaan  Keuangan Dacrah (Berita MNegara Republik
Indutiesia Tabnin 2011 Nomor 3 140);

%  Peraturan Dacrsh Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007
wntary  FPokok-Pokok  Pengelolaan  Keudangan Dacrah
sebagaimana tclah diuban dengan Peraluran Daerah Notnor 5
Tebun 2016 tentzrng Perubahan Atas  Peraluran Daerah
Kabupaten Buleleng Neomor 1 Tabun 2007 tentang Pokok-Polkolk
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupagen
Buleleng Tahun 2016 MNomer 5, Tambahan Lembaran Daeran
Nomor 2);

5. Peraturan Dacrah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan  Susunan Perangleat  Daerah
(Lembaran Dacrah Kabupaten Buldleng Tahun 2016 Nomerl3,

MERMUTISKAN ;

1 Melimpahkan Sebagien Kckuasaan Pengelolaan Keuengan Daerah

Kepada Kepala Badan Keuangat Daerah Kabupaten Buleleng selaku
Frjabat Pengelrla Keuangan Dacrab dan Bendahara Umum Dagrah;

: Pejahat Pengelola Keuangan Dacrah bertanggunpjawal kepada

Bupati melalni Sekretaris Daerah;

. Pojabat Pengelola Hevangan Dasrah gelaltu Bendahara Umum

Diaerah menutijuk pejabat di fmglungan Badan Keuanpan Daerah
selalon kussa Bendzhaera Umum Dacrabh yang ditctaplkan dengan
keputusan Bupati; '

. Tugas-tugas Pejabat Pengelolasn Keuangan Daerah adalah sebagai

herikoat ;
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuvangan
Drasrah;

2. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentung perwbahan APBD, dan rancangan Perda tentung
Pertanggungiawaban pelaksunaan APBDY -

3. molaksanaken pemungutan Pendapatan Dacrah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

4. melaksanakan funssi Bendshara Ummam Daerah; dan

li'..ll

melakeapakan  tugss  leinnys  scewal dongan  ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

uf
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ELELIMA

KEENAM

KETUJUH

. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selalen Bendshara Umum
Duerah berwcnatig:

1.

L

o

menyusun kebijakan dan pedomean pelaksanaan AFED,
mengesahkat: DEA SKPD;

meclakulkan pengc;da!ian pelaksenaan Iﬂil‘-'B-D;
melalesanakan pemungatan Pajak [Daerahs
menetaplzan BF0;

menyviapkan pelaksanasan pinjaman dun pembcrian pimjamarn
zlas narma Pemerintah Daerah;

melaksanakan sistcm  akuntansi dan peluporan  Kewangan
metyajilcan inforoas] KeIangan duerah; dan

&, melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Pereriiaan

dan Pengeluaran Dacrah cenlial dengen ketemfuan Peraburan
Penmdang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening kas
Urmumn Dagrat;

- PPED  dapst melimpahkan kepada pejabat [pemawal  lam
dilinpkungan unit  kerjanya untak  melaksanakan  wgas-tugas

sepagal bonlkoat:

ot e G0 B2

=
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o,

10,

11.

menyusan dan melalsanalan Lebijakan pengelolaan keuangan
daerah;

menvasun rancangan AFBD dan rancangan Perubahan APED;
menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan AFPBLY
melakulan pengendalian peiaksanaan APEIY

melaksanakan pemungatan pajak [/ pendapatan daerah;
menyusun  laperan  keuangan daerah  dalam  rengka
pertanpgungjawalban pelaksanaan APBD;

menyiapkan prleksanzaan pinjaunsn darn pemDErian jarmitan
alas nama pemetintah daerah;

melaksanokan sistern akuntansi daletn pelaporsn kocuangan
metirajilean informasi keuangan dagrah;

melakaanalan  kebijakan dan  pedoman pengelilaan  scrta
penghapusan barang milik daerah; dan

mclaksanakan tugas lain yang menjadi kewenanNgantiya.

. Kpasa BUD sehagaimana dimaksuad pada diklom keliga, mempUnyal

oagay:

1. menyipplan anggaran kKas;

2, menyviaphan S3FD;

3. menechitkan SP20,

5 memantzu pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APED

=

A,

=3

aleh hank dan/ataw lembaga keuangarn lainnys yang telah
mengusahakan dan mengatur dana yanp diperiukan dalaum
pelaltzanaan APBLIL

menvimnpan Uang Dasrah;

mclaksanakan petempatan Uang Daerah darn
mengelalaf menatausahakan investasi;

melaloukan pembayaran berdasarkan permintasn PASRXA atas
Beban APBD,

10. meluksanaken Pemberian  Finjaman Diuerah aotas nama
11. melakukan pengslolsan Utang dan Patang Drasrah; dat
12. mclakukan penagihan Muteng Daerah,

L
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KEDELAPAN Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 23 Me1 2019,

T

1
2

3
a
s

Pada saat Keputnsan Bupati inl mulai berlaku, meka Koputusan
Bupati Buleleng Nomor 900/541/HK{2016 tentang Pelimpahan
Sebagian Kekuagaan Fengelolaan Kenangan Daerah Kepada Kepala
Badan Weuangan Dacrah Selaln Pgjabat Pengelola Keuangan
Daerah dap Bandahara Umum Daersh dicabut dan dinyatakan
tidak berlak,

Dritetapkan di Bingaraja

‘,B LELENG,
v PU US SURADNYANAS~-

grabusat ¢
. Ketuu DPRD Kabupalen Buleleng;
. Thepektur Kabupaten Buleleng;
. Kepala Badan Keuangan Dacrah Kabupaten Buleleng:
_ Kepala Bagian Hukum Sekretariat Dacrah Kabupaten Buleleng; dan
. Para Yepala SKPD dilinglungan Pemerintah Kabupaten Euleleng. -

Pt e Da e At
Kegala Bagian Sulkum

“BABUA GERE BERATA. 5H. MH.
WIF. 1063016 136503 14171



BUPATI BULELENG
PROVINSI BAL
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 900/ 841 [HK/2016
TENTANG

FELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANCAN DAERAH

Menimbang

Mengimgat

KEPADA KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN

HENDAHARA UMUM DAERAH

HUPATI BULELENG,

bahwa untuk memenuhi ketentuan dan memperiancar Pengelolaon
Kevangan Dacrah dipandang perlu untuk melimpahkan Schaginn
Kekuasaan Pengelolsan Kewangan Ducrah kepada Kepoaln Badarn
Keuangan Duerah selaku Pejebat Pengelolaan Keuangan Dacrah
dan Bendahara Umum Dacrah;

babywa dengan adanys perubahan susunan organisasi, Keputosan
Bupati Buleleng Nomer @ 900/ 1066/ HK /2014 1entang Pelimpahan
Kekussann Pengelolaan Keuongan Docrah Kepads Kepula Badan
Pengelolaan Keusngan dan Asct Dacrah Selaku Pejabat Pengelola
Keuangan Duacrah (PPED) dan Bendaharn Umum Deerab (BUD)
periu dittan kemibaki

+ bahwa berdusarkan pertimbangun sebagaimana dimaksud hurof o

dan huraf b perlu menetaphkan Keputusan Bupatl Buleleng Tentang
Pelmpahan Sebagion Kekuasuan Pengeloloan Keunngon Daerah
Kepaida Kepalo Badan Keunngan Daerah Selaku Pejabat Pengelols
Kevangnn Daerah dan Bendahara Umurn Daorah:

+ Undang-Undang Nomoar 69 Tahun 1958 tentang Pembentulan

Dacrah-Dacrah Tingknt [l dalam Wilayah Doerab-dacrah Tingkat |
Blali, Nusa Tenggurn Barat dian Nusa Tengeara Timur (Lembaran
Negara Hepublik Indonesin Tohun 1938 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneain Nomar 1655):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentnng Keuangan Negora
[Lembarnn Negnra Repuhlile Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor | Tohun 2004 tentung Perbendaharaan

Negoura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Naomor
3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4355),

. Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan

Persturan  Perundang:-Undangsn  (Lembaron  Negara  Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomaor B2, Tambahun Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor S234);



Meneinpkan
RESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

B, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah [Lemboran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomaor
244, Tambuhan Lembuaran MNegars Republik Indonesia Nomor
S5BT), sebugaimans telab diubab beberapn Kall, ternkhir dengan
Unduni Undeng Nomar 9 Tahun 2018 tentang Perubahon Kedus
Ates Untang-Undiung Namor 23 Tahuw 2014 tentang Pemerintwhan
Docrah (Lembaran Negora Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
A8, Tembaban Lembiran Negara Republik Indonesia Nomor 5679,

&, Peraturan Pemeriniah Nomoe 58 Tabum 2005 tentang Pengeloluan
Keumnpgan  Doeral) [Lembaran Negars Republik Indencsta Tahun
005 Namar |40, Tamboahun Lemboaran Negarn Nomor 4578);

7. Poroturan Menteri Dolam Negeri Nom 13 Tuhun 006 teniang
Pedomnn  Pengeloloan  Keusngnn  Doerah  schogsimans  elah
chubah, terakhir dengun Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor 21
Tahun 2011 wnteng Perobabon Kedo Atas Peraturan Menters
Lalam Negen Nomeor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolain
kenangan Duersh (Berita Negara Repablik Indonesin Tabhun 2011
Notmar 310); ' |

B, Peraturan Dascah Kobupaten Buleleng Nomer 1 Tahun 2007
tentang Poliok-Polkok Pengelolaan Kouangan Daerah sebagaimann
telah diubah dengan Peraturan Dacrah Nomer 3 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerab Kobupoten Buleleag
Nomaor | Tahun 2007 tentang Pokok-Pokaok Pengelolaan Kewangan
Bugrah (Lembaron Dacrah Kabupaten Bulelong Tahun 2016 Nomoe
S, Tembahan Lembaran Daerah Nomor 2);

9. Peraturan Dacrah Kabwpaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016
tenituhg Pembentubkun din Susunun Perangkat Doerah (Lembaran
Daerab Kubupaten Buleieng Tahun 2076 Nomor13).

MEMUTLISKEAN :

- Melimpahlian  Scbagiun  Kekuasean Pengelolaan  Keuangan Daerah

kepadi Kepila Badon Kevangon Daernh Kabupaten Buleleng seliku
Pejubot Pengeloln Keuungan Dacrah dan Bendehars Umum Dicrah:

¢ Pejabut Pengelola Kevangun Daerah bertnfgpunginwah kepads Bupetl

maolalin Sckretans Dacrah;

+ Pejabar Pengeiols Keunngan Dacrah seluld Bendahern Umum Dasrak

menuuk pegibist di Imghungan Badan| Keuangan  Daerah  selulou
kusan Bendohora Umum Dodrah yang ditetapkan dengan kepulusan
Bl pisti; '

: Tugam-tugss Pogebot Pengelolsan Kedangan Doerab sdalah sl

Teirakenit -

1. menyusin dan meloksurakon kebijakan pengelolasn  Keungan

ducrah; -

2 menyusun rancangan APBD din rancangan Perubahan APED;

3. melaksunuican  pemungutin pendapatan  dierah  yang  telah
ditctuphun dengun Peratizran Diperal

melalomnalain fun st Bendahars Brmum Docrah;

MRy U SN lapsoran keusngnn  daerah dalarn ram ksl
petiangaengiawnban pelabsanann APED: dan

6. melaksanaban tugas Ininnys berdasorkan kuasa yang dilimpahkan
alch Bipotl;

th &



KELIMA

KEENAM

KETLLILUH

. PPRD diluon melnksanskan funesiaye selaku Bendahars Umum Dacrals
berwenang:

2w

o

menviusiun kebinksin dan pedoman pelaksanaan APBL);
mengesahkan DPA-SKPD/PPRD/DPPA-SKPD/ PPKD;
melakukun pengendalian pelaksanaan APBD;

memberikan petunjule tekmis pelaksannan sistem penerimasn dan
penpeludran kas daerah;
mulaksanakan pemungutan pajak daerih;

. menctapkan SPD;

muttyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas
nama pemerintoh doerah;
melaksanakan alsiem akuntans don pelaporan kcuangan deecrah;

muentvajikan informasi keusnygen doeerah; dan

.- melaksanskan  kohijakan  dan pﬁ:!nmnn pengelolusn st

penghapusan barang milik doerah;

¢ PPRD dapat melimpahkan kopada pejobat fpegawnl lain dilingloangan
unil kerjanys uniuk melaksanakan tugas-tugas sehagal berikul:

l.

[T T

S

&

10,

11,

menyusun dan meliksanakan Kebijakan pengelolaan Keuangsn
dadrah: '

menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

milukukan pengondoalinn pelaksannnn mm

melaksanakan pemungutan pajak [ pendapatan daerah;

menyvusun laporan keuangun | daerah elaloer rangka
pertanggunginwaban pelaksannan AFHD;

menyiapkan pelaksanonn pinjaman dion pemberion jaminan atas
nama pemerintah dacrah;

meloksannkan sistem  akontaned  dalsm  pelaporan  kedangon
menyiikan informast kiruongan decral):

melaksannkon  kebijnkan  dan podoman pengelolann  worta
penghapusan irang milik daerah; dan

melaksanakan Wigas lain yong menjodi Kewenangannyn;

: Kuasa BUD sebagoimana dimaksud poda diktum ketiga, mempunym

S

>

b |

Teh,
11
12,

menyfapkan anggaran lkans;

menyiapken SPO;

menvigpkan dan menerbitkan SP2D;

menyimpan scluruh buktl nsli kepemilfion kelmyvaan daerah;
memantsy pelaksanann pencrimann dan pengeluaran APBD oleh
lrank dan/atay lembags keuangan lainnye yang ditunjuk;
mengusshakan dan mengatur  danh vang diperlukan, dalam
polnksmrinan APBD;

menyimpar ueng dadrah;

mmelelis aban peEnsmpmton | wang dnerah dan
mangeloln / menatausahskan investasi deerah;

melakukan  pembayaran  berdasarkan permintsan | pejabat
PErLn N giEarin atas betan mln-m{ug kns umum dacrah;
melaksanakan pemberian pinjaman utas nama pemerintnh docrah;
melnlukan pengelolaan uteng dan pintang dasrah; don

muelakukan penapthan plutang daerah;

L1



KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulal berlaku pads tanggal | Januari 2017,

Pada sant Keputusan Bupati ind mulad berlaku, moka Keputusan Bupati
Bulcleng Nomor ; 900/ 1066 /HE/201 4 ientang Pelimpahan Kekunsann
Pengelbolann  Kevangan Dhaerih Kepada Kepila Badan Pengelolaan
Keounnggan dan Asel Dacrah Selaku Pejabal Pengelola Keusngen Daerah
(FPKD| dan Bendahorn Umum Dacrah (BUD) dicabutl dan dinvatulan
tidak berlizbou,

Mietapkan i Singaraja.

pada tanggal 21 Desember 2016
\;'u BUPATI BULELENG,

¥

wWiwm GUNAJA &

Temblinan @

1. Ketuwa [IPRD Katripsateon Fulisiet

2. ispek tur Kolspaaneny Suleleng

o, Kerpnialit Packan Keucingern el Koalngiton Bealeleng

4. Kepala Bagiom Hukum Setda. Kabupaten Bulisleng

5. Parn Kopala SKPD dilingkunigan Pemaerinboh Kabupaten Huleleng



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 teniang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolann Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keusngan Daerah sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7  Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007
tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan  heuangan Daszrah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Buleleng Nomor | Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daersh (Lembaran Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 2,

8 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perungkat Daerah
Kabupaten Buleleng (Lembaran Dacrah Kabupaten Buleleng
Tahun 2016 Nomor 13}, sebgpgaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019
tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bulcleng (Lembaran Daerah kabupaten Buleleng
Tahun 2019 Nomor 11}

MEMUTLUSKAN :

. Melimpahkan Schagian Kekussaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Dacrah Kabupaten Buleleng selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah dan Bendahara Umum Daerah;

- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggungiawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah;

. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum

Daerah menunjuk pejabat di lingkungan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku kuasa Bendahara Umum
Daerah vang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;



KEEMPAT . Tugas-tugas Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai
berikut :

1.

2.

3.

4,
3.

menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan
Daerah;

menyusun rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, rancangan Perda tentang perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah, dan rancangan Perda tentang
Pertanggungiawahan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

melaksanakan pemungutan Pendapatan Daersh yang telah
ditctapkan dengan Peraturan Daeral;

melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan

melaksanakan tugas lainnya sesuai  dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya
sclaku Bendaharn Umum Daerah berwenang:

&

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

2, mengesahkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

4. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

4. melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;

5. menectapkan Surat Penyediaan Dana;

6. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman
atas nama Pemerintah Daerah;

= melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan  Keuangan
Daerah;

8. menyajikan informasi keuangan daerah, dan

9. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan
dan Pengeluaran Daerah sesual dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan, tdak dilakukan melalui Rekening Kas
Umum Daerah;

KEENAM . Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat melimpahkan kepada

pejabat/ pegawai lain  dilingkungan unit kerjanya untuk
melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1.

a.

menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah,

menyusun rancangan Anggaran Pendapatann dan Belanja
Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran
Pendapatian dan Belanja Daerah;

melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

melaksanakan pemungutan pajak / pendapatan daerah;

menyusun  laporan  keuangan daerah dalam rangka
pertanggungawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman don pemberian jaminan
atas nama pemerintah daerah;

W



KETUJUH

KEDELAPAN

Saltnan Basual

8. melaksanakan sistem akuntansi dalam pelaporan keuangan
daerah;

. menyajikan informasi keuangan daerah;

10, melaksanakan kebijakan dan petoman pengelolagn  serta
penghapusan barang milik daerah; dan

11. melaksanakan tugas lain yang menjadi kewenangannyn.

. Kuasa Bendahara Umum Daerah scbagaimana dimaksud pada

diktum ketiga, mempunyai tugas:

1. menyiapkan anggaran kas;

2. menyiapkan Surat Penyediaan Danaj

3. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;

5. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaranAnggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga

keunngan lainnya yang telah ditunjuk:

6, mengusahakan dan menganir dana vang diperlukan dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
menyimpan Uang Daerah;

melaksanakan penempatan Uang Daerah dan

mengelola/ menatausahakan investasi;

9. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

10, melaksanakan Pemberian Plnjaman Daerah atas nama
Pemerintah Daerah;

11. melakulkan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan

12. melakukan penagihan Piutang Daerah.

=

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan
Bupati Buleleng Nomaor 900/ 660/ HK /2019 tentang Pelimpahan
Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala
Badan Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah dan Bendahara Umum Daerah dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Aslimye

Dengan
Kapnia Baglarn Hilkum

Ditetapkan di Singaraja

/ pada tanggal & Januari 2020
JSU LELENG,
- BROUSEEDE GEAATA SHLMH, ™

HIE 130216 10551 1018

1.

¥ PUNL#GUS SURADNYANA L

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng:

2. Inspektur Kabupaten Buleleng;

3. Kepala Badan Pengelolaan Eeuangan dan Pendapatan Dacrah Kabupaten Buleleng:
4_ Kepala Bagian Hulkum Sekretariat Dacrah Kabupaten Buleleng: dan

5. Para Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.



